SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAMUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT It SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2003

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 8 Tahun 2003 teniang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kotamadya Daserah Tingkat H Surabaya Nomor 16
Tahun 1998 tentang Fajak Penerangan Jatan, maka Keputusan
Walikotamadya Kepata Daerah Tingkat 1l Surabaya Nomor 78
Tahun 1999 tentang Petuniuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat il Surabaya Nomor 18 Tahun 1988
tentang Pajak Penerangan Jalan, periu ditinjau kembali ;

. bahwa berdasarken hal tersebut pada hurdf a, periu

menetapkan  Keputusan  Waiikota  Surabaya tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ||
Surabaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan
Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomeor 8 Tahun 2003,

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakana,
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

den Reftribusi Daerah yang teiah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ,

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tfentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;



Menetapkan

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 19989 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (i.embaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4189) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1897
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1| Surabaya
Nomor 16 Tahun 1688 tentang Pajak Penerangan Jaldn yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2003 ;

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

0. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG

FELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT i SURABAVA NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TELAH
DIUBAM DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2003.

BAR {
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya :



10.

11.

12.

13.

14,

Kepala Dasrah adalah Walikota Surabaya ;

Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan
Kota Surabaya ;

Dinas Pendapatan adatzh Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya ;

PT. Perusahaan Lictrik Negara (Persero) yang selanjutnya
disingkat PLN adaiah Perusahaan Listrik Negara atau Persero
Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya

Utara, Surabaya Seiatan serta Area Pelayanan Surabaya
Barat ;

. Balai Pelayanan emetrologian adalah Balai Pelayanan

Kemetrologian yang beriugas menguji dan menera alai-alat
ukur untuk transaksi nemiagaan |

Pejabat adalah pegawal pada Diras Pendapatan yang diberi
kewenangan di bidang pemungutan pajak penerangan jalan
sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku ;

Paiak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah juran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi aiau badan kepada Daerah
tanpa  imbalan langsung yang seimbang, vang dapat
Gipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuik membiayai penyelenggaraan
nemerintahan dasrzh dan pembangunan daerah ;

Pajak Penerangan .alan yang selenjuinya disebut pajak, adalah
pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik ;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi
peianggan iistrik dan atau pengguna tenaga listrik menurut
peraturan perundang-undangsn vang berlaky ;

Penanggung Pajak adaiah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
vang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak
menurut Ketentuan poraturan perundang-undangan
perpajakan ;
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23.

Badan adzlah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang meiakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha vang meliputi persercan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan iainnya, badan usaha milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, Lkoperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpuian, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang seienis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan iainnya ;

Jurusita Pajak adalah nelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan
surat paksa, penyitaan dan penyanderaan ;

{itang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksl administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang
fercantum dalam surat ketstapan naiak atau surat selenisnya
berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan ;

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan menagur atae memperingatkan, melaksanakan
peraainan  seketh a dan  seialigus, memberitahukan surat
paksa, mengusulikan psencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderazn dan moenjual barang yang telah
disita ; . ’

Surat teguran, surat peringatan ateu surat lain yang sejenis
adaiah surat yang diterbitkan oiei psjabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang
pajaknya ;

Panagihan seketika dan sekaligus adalah findakan penagihan
pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada
nenangaung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaian yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis
pajak, masa pajak dan tahun pajak ;

. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan

biaya penagihan pajak ;

Penyitaan adalah tindakan iurusita pajak untuk menguasai
barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk
malunasi utang paiak menurut peraturan perundang-undangan ;

Ohjek Sita adalah bkarang penanggung pajak yang dapat
dijadikan jaminan utang pajak ;



24.

25.

26.

27.

31.

32.

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan
cara pehawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui
usaha pengumpuian peminat atau calon pambeli ;

Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan
penjuaian secara Isiang ;

Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang
dibuat oleh pejabat ielang atau kuasanya dalam bentuk yang
ditentukan olsh ketentuan peraturan perundang-undangan
lelang ;

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk
menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah Daerah ;

Kapasitas tersedia adalah besamya daya yang tersedia ;

. Kapasitas terpakai adalah besarnya daya listrik yang terpakai ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yvang selanjuinya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaparkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang
mehurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerabh ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adaiah surat yang digunakan oleh- wajib pajak untuk melakukan
nembavaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daarah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerabh ,

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjulnya disingkat
SKPD adaiah surat keietapan yang menentuian besarmnya
jumiah pajak vang terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjuinya
disingkat SKPDKB adaiah surat ketetapah yang menentukan
besarnya jumiah pajak teruytang, jumiah kredit pajak, jumiah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besammya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adafah surat ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah
ditetapkar ;

Surat- Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
mensantukan jumiah kelabihan pembayaran pajak karena jumiah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terul;ang atau tidak
seharusnya tenutang ; ,
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37.

39,

41,

42

43,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
dengan SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan
jumiah patak terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagithan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
STPD adalah surat uniuk meiakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

KWH adalah jam nyala dikali KVA ;

Jam Nyala adalah Jam Operasi Ganset selama 1 bulan ;

KVA adalah kapasitas / daya terpakai genset ditetapkan
sebesar kapasitas terpasang dikali cos q (faktor daya) ;

Fakior Pengali adalah faktor pengali yang nilainya tertera pada
KWH Meter ;

Tarif Dasar Listrik adalah tarif dasar listrik yang berfaku bagi
PLN.

BAB #

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik ;

@

®

(4)

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan :

a. jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya
pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening lisirik,
apabila tenaga listrnik berasal dari PLN ;

b. kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran
penggunaan iistrik, dan harga saiuan listrik yang berlaku di
daerah, apabila tenaga listrik berasal darl bukan PLN
dengan tidak dipungut bayaran.

Berdasarkan kapasitas tersedia dikalikan faktor daya (Cos Q)
maka ditetapkan kapasitas terpakai ;

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada
harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.



Pacal 3

(1) Tarif pajak untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi
dan gas alam yang berasal dari PLN ditetapkan sebesar 10 %
{sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik ;

(2) Terif pajak untuk golongan usaha atau kegiatan bukan rumah
tangga yang berasai dari PLN ditetapikan sebesar 5 % (lima
persen) dari nilai ival tenaga listrik ;

(3) Tarif paiak untuk gelongan rumah tangga yang berasal dari
PLN ditetapkan sebesar & % (enam persen) dar nilai jual
tenaga listrik ;

{4) Tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik dari bukan PLN
ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen) dari nilai jual tenaga
histrik ;

(5) Nilai jual tenaga fistrik untuk kegiatan industri, pertambangan,
minyak bumi dan gas alam yang berasal dari PLN maupun dari
bukan PLN ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen),

BAR W}
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pacal 4

(1) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk
kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam
yang tidak terpasang KWH meter adalah KVA x Jam Nyala x
TOL X TarifPPJ x30 % ;

(2) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN bukan
untuk kegiatan industri, yang fidak terpasang KWH meter adaiah
KVA x Jam Nvala x TDL x Tarif PP} ;

(3) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk
kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam
yang terpasang KWH meter adalah KWH x Faktor Pengall x TOL
XTanf PPIx30% ;

{(4) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN tidak
untuik kegiatan indusiri, yang terpasang KWH meter adaiah KWi
¥ Faktor Pengali x TDL x Tarif PP,
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BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal &

Dinas Pendapatan setiap saat akan melakukan pemeriksaan
terhadap setiap objek pajak dari bukan PLN (Genset) dan
peralatan pengukurnya (KWH Meter) atas pengoperasian
Genset milik wajib pajak atau penanggung pajak ;

Dalam hal pemeriksaan objek pajak atas penggunaan tenaga
fistrik dari bukan PLN maka petugas pemeriksa dapat
didampingi oleh Konsuitan ;

Wajib Pajak yang diperiksa wajib .

a. menerima dan memberikan kesempatan kepada petugas
pemeriksa uniuk memeriksa objek pajak (genset) dan
penggunaannya serta maembaerikan keterangan yang
dibutuhkan guna mempertancar pemeriksaan ;

b. memberikan keterangan yang dineriukan secara benar dan
jelas.

Untuk mengetahul kebenaran atas pembacaan KWH vyang
tertera pada KWH meter maka Dinas Pendapatan akan bekerja
sama dengan Balai Pelayanan Kemetrologian untuk menera
setiap KW meter millk wajib pajak atau penanggung pajak ;

Dinas Pendepatan memasang segel pada setiap KWH Meter
dan Panel KWH Meter dari objek pajak dari bukan PLN
(Genset) milik waiibh paiak atau penanggung pajak vang sudah
ditera ;

Apabila sege! sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirusak
maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
nerundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 6

Wajib pajak atau penanggung pajak dari bukan PLN wajib
mengisi, menandaiangani dan menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan sekali
selambat-lambatnya 15 {(ima bolas) hari setelah berakhimya
masa pajak ;
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Berdasarkan SPTPD dan atau hasit pemeriksaan maka
dikeluarkan ketetapan pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD ;

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakfu yang
telah ditentukan dan telah ditegur secara teriulis dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat  dibayar
untuk jangka waktu paling tama 24 (dua puiuh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnva pajsk |

Apabila wajib pajak atau penanggung pajak menoclak mengisi
SPTPD dan menolak diiakukan pemeriksaan maka pajak
terutang ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) sehulan dihitung dari pajak yang
kurang atau teriambat dibayar ;

Apabila SKPD telah diterima, waiib pajak atau penanhggung
pajak tidak atau kurang membayar hingga lewat wakiu 30 (tiga
pulth) hari, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak terutang dan
ditagin dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang fidak atau Kkurang bayar diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar (SKPDKB) ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak kurang bayar
atau terlambat dibayar ;

Anabila jumiah penyeteran peizk lebih besar dari  hasil
pemeriksaan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar (SKPDLB) ;

Apabila jumiah penyetoran paiak sama besarnya dengan hasil
pemeriksaan maka diierbitkan Surat Ketetapan Pajek Daerah
Nihil (SKPDN) ;

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tambahan
pajak (daia baru} atau data yang belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak vang terutang, maka
akan dikenakan sanksi administrasi barupa kenaikan sebesar
100 % (seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut,
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerzh Kurang Bayar
Tamibahan (SKPDKBT).
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BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pacal 7

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN
dilaksanakan oleh Dinas Fendapatan dan pemungutan Pajak
Penerangan Jalan vang berasal dan PLN dipungut bersama
dengan pembayaran rekening listik PLN ;

Guna efeldifitas pelaksanaan psmungutan Pajak Penerangan
Jalan, Dinas Pendapatan dapai melakukan koordinasi atau
kerjasama dengan PLN terhadap penggunaan listrik yang
baetasal dari PLN maupun darni bukan PLN.

BAR Vi
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal B

Pembayaran pajak yang menggunakan listrik PLN dipungut
bersama dengan pembayaran rekening listrik ;

Pambayaran pajak yang bukan berasa! dari PLN dilaksanakan
melalui Kas Dderah atau Bendaharawan Khusus Penerima
Dinas Pandapatan ; '

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(8SPD) yang sudah diporporasi dan disahkan dengan cap
mesin register ;

Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah 30 (tiga puiuh} hari sejak SKPD diterima.

BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 8

Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi
utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), maka
diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;

Surat teguran, surat peringatan, surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pel:ksanaan penagihan pajak, diterbitkan 7
{tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembeysrapajak ;
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Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setstah tanggal diterima surat
teguran atau surat peringatan atau surat iain yang sejenis, waiib
pajak atau penanggung bpajak harus melunasi pajak yang
terutang ;

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oieh pejabat.

Pacal 10

Jumizh pajek yang ferutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bavar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, yang fidak dibayar pada waklunya dapat
ditagih dengan surat paksa sebagaimana dinyatakan dalam
lampiran keputusan ini ;

Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA
mempunyvai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukun tetap ;

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

a. nama waiib najak a2tau benanggung pajak ;

b. dasar penagihan ;

¢. hesarnya utang paiak dan ;

d. perintah untuk membayar.

Surat Paksa diterbitkan dan ditagih apabila :

a. jumiah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak atau
penahggung pajak tidak dilunasi dalam jangke waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat

petingatan atau surat kit yang sejenis ;

b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
terhadap wajib pajak atau penanggung pajek ; atau

¢. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi
Keientuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
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Penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan oieh pejavat setsiah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal surat teguran atau surat neringatan atau surat {an
yang sejenis diterima.

BAR X
TATA CARA PENYITAAN

Pacal 11

Anabila jumiah paiak yang masih harus dibayar fidak dilunasi
dalam jangka wakiu 2 x 24 {(dua kali dua puiuh empat) jam
sesudah tanggat diterima surat paksa sehagaimana dimaksud
dalam pasat 10 ayat (1), maka pejabat akan menerbitkan surat
perintah melaksanakan penvitaan terhadap barang bergerak
maupun harta tetap milik waiib pajak atau penanggung pajak
sebagaimana dinyatakan daiam lampiran keputusan ini ;

Penyitaan dilaksanakan oleh iury sita naiak dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 {(dua) orang yang telah dewasa,
nenduduk Indonesia, dikenal oleh iury sita pajak dan dapat
diporcaya ;

Setiap melaksanakan penyitazn, jury sita pajak membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita
najak, waiib pajek atau benanagung paiak dan saksi-saksi
sebagaimana dinyatakan daltam lampitan keputusan ini ;

Walaupun wajib paizk tidak hadir, penvyitaan tetap dapat
dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana
dimaksud pada avat (2) adalah pejabat Pemerintah Daerah
setempal yang berwenang Gi wilayah obyek pajak ,

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib
pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Berita Acara Palaksanaan Sita ditandatangani oleh juru
sita pajak dan saksi-saksi ;

Berita Acara Pelsksansan Sita tetep mempunyai kekuatan
mengikat, meskipun wajib pajak atau penanggung . pajak
menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada
barang bergeraik dan atau barang tidak bergerak yang disita,
atau di tempat barang bergerak dan atau benda tidak bergerak
yang disita berada dan atau di tempat-tempat umum ;
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BAR X
TATA CARA PELEL ANGAM

Pagat 14

Apabila ytang pajzk dan atau biaya penagihan pajak tidak
diiunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Pejabat
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap
barang yang disita melalui kKantor letang |

Penoumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling singkai 14 (empat belas) hari setelah
penvitaan ;

Peniualan secara lelang terhadap barang vyang disite
sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dilaksanakan paling
singkat 14 (empat helas) hari setelah nengumuman lelang
rielatul media massa ;

Proses pelelangan harus ditengkapi dengan :

a. surat peringatan / teguran, curat paksa dan berita acara
penyampaian surai paksa sebagaimana dinyatakan dalam
fampiran keputusan i, serta surat perintah melaksanakan
penyitaan dan berila acara pelaksanaan sita ;

b. penentuan harge iimit Obyek Sita ;

%)

bulti kepemilixan obyek sita bila obyek sita adalah barang
tidak bergerak.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu)
kaii dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 {dua) kali ,

Pengumuman lelang terhadan barang dengan nilai paling

banyak Rp. 20.000.0G0,00 (dua puiub juta rupiah) tidak harus
diumumkan melahi media massa ;

Pojabat bertindak sshagai penjua! atas barang yang disita
mengajukan perminiaan leiang kepacda Kantor Lelang sebeium
lelang dilaksanakan sebagaimans dinyatakan dalam lampiran
Keputusan ini ;

Peiabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang
uriuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang
dan manandatangani asti Risalah Lelang ;

Paojabat dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli
barang sitaan yang dilelang ;
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i_arangan terhadap Pejabat dan Juru Sita Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {(2) berlaku juga terhadap isteri, keluarga
sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak
angkat pejabat dan juru vita pajak ;

Pejabat den Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuen
sebagaimana aimaksud pada ayat (9), dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 18

lelang tfetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang
diajukan oieh wajib pajak atau pehanggung pajak belum
memparoleh keputusan keberatan ;

Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib
pajak atau penanggung pajak ;

{.elang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung
pajak teiah meiunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
atait herdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan
peradilan pajak atau obyek ielang musnah.

Pasal 14

Hasi! lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya penagihan pajak yang beium dibayar dan sisanya untuk
membayar utang paiak ;

Dalam hal penjualan  lelang, biaya penagihan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu
nersen) dari pokok ielang

Datam hal hasii lelang sudah mencapal jumiah yang cukup
untuk melunasi biaya penaginan pajak dan utang pajak,
pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang
yang akan dilelang niasih ada ;

Sisa harang beseriz kelehihan uang hasil lelang dikembalikan
oleh pejabat kepada wajib pajak atau penanggung pajak segera
setelah pelaksanaan talang |

Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dithaksud pada ayat (3) dan ayai (4), dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
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Hak Tanggungan atas barang yang telah dilelang berpindah
kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang
merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan
pengalihan hak.

BAB X|
TATA CARA PENGANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

Untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak, wajib
pajak atau pehanggung pajak mengajukan surat permohonan
kepada Kepala Linas Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD bagi
pengguna listrik dari bukan PLN serta aiasan yang jelas
mengenal angsuran dan atau pehundaan pembayaran ;

Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persefujuan
kepada waijib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur
dan atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun
waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen)
sebulan dari jumiah pajak yang beium atau kurang dibayar.

BAB X!

TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN,
KERINGANAN ATAU FEMBEBASAN PAJAK

M

2

Pasa! 18

Berdasarkan permohonan wajib pajak atau penanggung pajak
dan setelah dikonsuitasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah deongan disertai alasan dan data lengkap, Kepala
Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau
pembebasan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik baik
berasal dari PLN maupun bukan PLN yang semata-mata untuk
meiayani kepentingan umum, keagamaan, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan ;

Kepzala Dinas Pendapatan dalam jangka wakiu paling lama 3
(tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dari wajib pajak atau
penanggung pajak harus memberikan keputusan atas
permohonan Keringanan atau pembebasan pajak setelah
dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
menyatakan : : '

a. permohonan diterima sepenuhnya atau sebagian ;
b. permohonan ditolak.
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3) Pengajuan keringanan atau pembebasan pajek tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

BAB Xill
KETENTUAN PENUTUP

Pacal 19
Dengan  ditetapkannya  keputusan  ini, maka Keputusan
VWalikotamadya Kepaia Dacrah Tingkat if Surabaya Nomor 78 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak
Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2004
WALIKOTA SURABAYA,
td

BAMBANG DW! HARTONO

Damdangkan di Surabaya

pada tanhggal 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HAD!
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 3/8
Salinan sesuai dengan aslinya

an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

HAQISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2004
TANGGAL : 16 JUN| 2004

O % FORMULIR PERPAJAKAN

EFETUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAK

FEHERINTAH KOTA SURABAYA

Lteb S PENDAPATAN
. SMERTO

Mo,
Masa Pajak
Tahun Pajak

5%
3
°
)

£ TABAYA
SPTPD
( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )
FPAJAK PENERANGAN JALAN
M2 PD, Kepada Yth.
A T 1
i
<
T==ATIAN

~="3p diisi datam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
221 nomor pada kotak! |
~=eigh diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan

= bulan berikutnya (Self Assesment).
i «xsrambatan Penyerghan
-~k WF yang berdasarkan Officiai Assesmen dan Denda untuk

~smesment.

paling iarmbat pada tanggal ..................... (Official Assesment) dan tanggal
darf tanggal tersebut, akan dilakukan Panstanan Secarz Jabatan

vang tersedia untuk jawaban vang diberikan

Y]

YW yang berdasarkan Seif

[ —
o
[ —

A Diigl QLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Acal tenaga listrik

2 Geiongan Tarit

Voitase

- UJaya Listrik

Tarif Listrik per Ky¥H

Penggunaan listrik / taksiran penggunaan listrik

PEN
Non PLN

My -

Industri / bisnis
Rumah Tangga
Sosia!

Lainnya

B0

110 Volt
220 Volt

Lainnya

o =

QN0 \Watt

1200 Watt
1600 Watt
2200 Watt

Af
= 2200 Wal

L i i

" No. Bulan
K} Januari
;2 Pebruari
3 Maret
4, Anil
5, Mui
6. Juni
7. Judi
23 Agustu
g Seplember
10. Oktober
14, Mopember
12 Cesember

L:-_DPD-02D



Lo
8. DIISt OLEH WP SELF ASSESMENT

Jumiah Pajals Terutang untuk Masa Pajak sebelumnys ( akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun
Paiak Terteniu ) ;

2. Maea Paisk oTat o sid T
b. Dasar Pengenaan CORp

c. Taiif Pajak (sesuai perda) L e, %

d. Pajak Terutang {bx ) CoRpo

- Jumiah Pajak Terytang uniuk Masa Pajak sekarang { ismpirkan foto copy dokumen }

a Masa Pajak Mgt sl T
t. Dasar Pengenaan ORB e

c. Tarif Pajak {sesuai perda) o Y

d. Pajak Terutang (bxc) D Rpol

C. PERNYATAAN

Z=~gan menyadari sepenthnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
»rundang-undangan yang berlaky, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah
«=zi beritahukan tersebut beserta iampiran-lampirannva adatah benar, lengkap dan jelas.

........................... Tahun .........
Wajib Pajak / Penanggung Pajak

hNama Jlelas

D. DISHOLFEH PETUGAS PENERIMA

“#a cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

: 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oieh Pejabat Dinas Pendapatan}
2. Self Assesment {menghitung dan menatapkan pajak sendiri)
Zeerima tanggal
w3 Petugas
w=
(i )
C= oPD - G20
e i e Gunting disini - =~ === e e - e
No. SPTPD ...
TANDA TERIMA
B
T S RPN
Y-+ £ G PP PR E
........................ Tahun ...........
Yann Menearima
{ )

E=L.DPD-02D




T K SURAT KETETARAN PA AN DAERAIK

- - = «JLJ]\Hn_ﬂVﬂ

PEMERINTAH KOTA SURABAYA No. SKPD
DINAT BPENDAPATAN

Judimerto No 26 - 27 Telp ( 031) 5312144 5343051 | 5343057
SURABAYA

No. NPWPD :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ( SKPD)
I TURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 1898 YANG
TELAH DIUBAH DENGAN FEILLTUI AN DAERAH 1{OTA SURAEAYA NOMOR 8 TAHUN 2002

Bulan

Tahun

[AV)

-saha

[Tl

: PAJAK PENERANCAM JALAM BUKAN D2RI PL N
= - 1 BESARNYA PAJAK YANG
<A=ASITAS DAYA JAa IARCA LISTRIK TARIP TERUTANG
WATT OPERASI PR
T=-ATIAN ¢ Surabava.
~=- cetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
Kotz § KOTA SLIRABAYA

- <7} pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya dengan
-=~zgunakan SKPD ini. KEPALA SUB DINAS PENETAPAN
2 SKPD tidal atzy kurang dihayar setelah lawat 20 hari

=z« nitarima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
=22s5ar 2 % per bulan.

™ o .
rEtUQES Diterima Qleh -

Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Tanaga

Tanda Tangan

Mama Terang




1 IENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

SeMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

SSPD

{ SURAYT SETORAN PAJAK DAERAHR )

Masa

Zsrode Penjualan

Teoran Ke

Pajak - .............

UTURURT -1 17T T

JL. JIMERTO N, 25 - 27 Tahun ..o
SURABAYA

NAMA e

Alaral L

1 1

NP.W.P.D. N O L O OO A I O

wenyetor berdasarkan*) || SKPD {1 smPD ] Lain-iain

[ 1 skror ] sprPD
[ S<POKB [ ] s« Pembetulan
] sxkePpkeT [} 8K Keberatan

v Mo, Urut: .l

v Avat

Jenis Pajak

Jumiah
Rp.

————— e e e

Jumiah Setoran Pajak

Zmngan Huruf

Tangg
Tanda
Nama

Petugas Tempat Pembayaran

Diterima oleh,

al
Tangan

Terang

v e YRR, L

Penvetor

Lembar 1 :
Lembar 2
Lembar 30U
Lembar 4 ;

Lermbar &5 ;

BN

Lembar s :

Untuk Wajib Pajak/Fenanggung Pajak
Untuk Bandaharawan Khusus Panerima

ue Llasundin Peoabukuah dan Palagaran
Uniuk Kasubdin Penetapan
Untuk Kasubdin Perancanaan dan Evaluas|

Untuk Kasubdin Penagihan dan Keberatan




> X SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

5

* - WTAH KOTA SURABAYA
VAS PENDAPATAN

—ea0 No. 25- 271t 2
Surabaya

STPD

{ SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ) No Kohir |

JENIS PAJAK DAERAN =

TAHLIN o

“ama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

_enis Usaha

A'amat

- «atetapan Pajak Penerangan .Jalan dari bukan PLN

- 3anksi | Bunga

.~ ~zaK Penerangan Jalan dari bukan PLN yang harus dibayar -

Tanda Terima
SSPD
R
- 2ENg
+ - ‘angan

FERHATIAN

. Harap penyatoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD)

. Surat Tagihan Pajak Daerah ini bukan sebagai Tanda Bukti

Pembayaran

. Lembar 1:Wajib Pajak/Penanggung Pajak

2 : Sub Din Penetapan
3 : Sub Din Pembukuan dan Pelaporan
4 : Arsip




PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

JLIIMERTO No. 25 -27 SURABDAYA

Kepada Yih.
Sdr. Pimpinan
Jn
di -
Surabaya

S URAT PERINQATAN
Nomaor . e

=g¢-dasarkan hasi pemeriksaan, saudara sampai saat ini belum menyetor Pajak
=znerangan Jalan bukan dari PLN, sehingga Saudara harus segera membayar pajak
wsevut ke Bendaharawan Khusus Penerina Dinas Pendapatan Kota Surabaya
seoeium berakhirnya patas waktu penyetoran sebagaimana dinyatakan pada Surat
<27etapan.

<.miah Pajak FPenerangan Jalan terutang bukan dari PLN Saudara, berdasarkan
S.rat Ketetapan Nomor @ ... ... ................. =adalah sebesar

~2zbila Saudara masih memeriukan penjelasan febih lanjut, maka diharapkan
Szudara menghadap Kepala Seksi Penagihan Dinas Pencdapatan Kota Surabaya
safta waktu jam kerja.

“emikian Surat Peringatan int disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan
-zoat duaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

an, KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Ka Sub Dinas Penagiban dan Keberatan

Petugas ,

Penerima ,

Lom e




2JRAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

Ji Jimerto No. 25-27 Telk (031} 5312144 5343051 | 5343057
SURABAYA

3WPD - 00 O oy

Kepada Yth.

SURAT TEGURAN

Nomor: ..........covvvnns

denurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak
soagai berikut :

Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, T al I
enis Pajak | 1 SKPDKB, SKPOKET STPD, SK ‘nage Tu":grg an
Kebaiatan SK Pembetular, Tewpd Ro
| Putusan Banding ) ' '
Jumilah
N GAN UIUT - et i e e )

ol e

_“iuK mencegah findakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah
« xamadva Daeran Tingkat ii Surabaya Nomor 16 T2hwn 1998 tentang Palak Penerangan Jalan
3ng telah divbah dengan Peraturan Daerah Kotz Surabsya Nomor 8 Tahun 2003, maka diminta

~epada Saudara agar melunasi jumiah utang pajak dalam waxstu 7 (tujuh) han setefah tanggal
zzrat Teguran ini

letelah melunasi utang pajak tersebut diminta Saudara segera melaporkan kepada Kepala
Seksi Penagitian Dinas Pendapatan Kota Surabaya

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA




PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
Jl. JIMERTO NO. 25 -27 SURABAY A TELP. 5343051 Pes. 142,137

SURAT PAKSA

Nomor ..

DEMIKEADILAN BERDAS ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA

Mcnimbang Wajib Pajak/Penanggung PPajak

Nama
NPWPD
Nama Usaha

Bertempat tinggal di
Telepon

Utang Pajak sebagaimana dinyatakan dibawsak ini
Jenis Pajak :
Tahun/periode

No. & Tanggal SIPLYVSKILBKPDEY
SKPDRBT/SK. PEMBEL ULAN/

SKL KEBERATANPUTUSAN BANDING

Jumizh Tungeakan

Terbilang

DNengan int

b

. memenatahkan Wajtb Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumiah utang pajak

tersebut ditambah dengan biava-biaya penagihan dalam waktn 2 x 24 jam setelah
pemberitahuaan Surat Paksa ini

memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain
yang ditumjuk untuk melanjutkan pclaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitazn
alas barang-barang milik Wajib Pajah Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam
Surat Pakea mi pembayaran utang pajak tidak dipenuhi.

Dikeluarkan di ; Surabavya
Pada Tanggal :

an, WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinasg Pendapatan




8. BENTUK SURAT RERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

Berita Acara Penyampaian Suvat Paksa

Pada hapi i ... . fanggal ........ . .. ... pukul . atas permintaan
wepala Duas Pendapaisn Kota Swabaya yang cwemilib tempat kedudukan di
Surabaya, sava lurn Sita Pajak pada Pemetintah Kow Surabava bertempat tinggat di
yang dalam hal ini ditunjuk clch Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya berdasarkan
Keputusan Kepala Iinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor ......... N

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kenada Saudara
Bertempat tinggal di
Berkedudukan sebaga

Saya, Juru Sita Pajak berdasarkan Kekuatan Surat Paksa Nomor
.................................... tanggal ... ... ... memerintahkan kepada
Wajib Pajak/Penangpung Pajak agar dalam waktu 2 x 24 jam memenuli isi Surat
Paksa i dan diharuskan menyetor pajak ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
Dinas Pendapatan Kota Surabaya sehosar ..o

dengan tidak mengurangi kewajiban uark membavar biaya-biaya penagthan ini dan
biaya sclanjninya dan jika tidak membayar daiam wakiu yang teiah ditentukan, maka
harta bendanva baik yang beruna barang bergerak maupun barang tak bergerak akan
disita dan dijual serta hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak,
denda bungza dan hiaya—biaya vang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak telah menyerahikan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pzjak/Penanggung Pajak demikian juga salinan Surat Paksa yang disebuf disini kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang
pribadi‘badan vang menanggnng pajak.

Penverahan Salinan Surat Paksa dilakakan kepada ... .. .

Bertainpat tirgpal i ..o e
TS 1 1 1+ PP

Juru Sita Pajak Dacrah,

NIP.




R BENTUK SUIRAT RERITA ACARA PENYAMPAIAN SUIRAT PAKSA

fierita Acara Penvampalan Surat Paksa

Pada hari i tamgeal . L puktl atas perminfaan
Fopala Dings Pondapatan Kota Suwrabaia vang memilih fempat kedudukan di
Surabava, sava Juru Sita Pajak pada Pemerintah Kota Surabava bertempat tinggal di
vang dalam hal ind ditunjok olch Kepala Dinas Pondapatan Xota Sursbava berdasarkan
Reoputusan Kepala Dias Pendapatan Kola Surabava NOmMOT ...ocooovvivivvivinniinineinin

MEMRBERITAHUKAN DENGAN RESM]

Kenada Saudara

i Durkedudukan sebagal

Saya, Juru Sita DPajak  berdasarkan  Kekuaian Surat Paksa Nomor
..................................... tanggal ... ................. memerintahkan kepada
Wajis PajakPenanggung Pajak apar dalwn wakiu 2 X 24 jam memenuhi isi Surat
Paksa ini dan diharuskan menyetor pajak ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
Dinas Pendapatan Kota Surabaya sCh0SAT . ..o

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar hiava-biaya penagihan ini dan
biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka
harta bendanya baik vang berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak akan
distia dan dijual serta hasil penjualannya digunakan unfuk membayar hutang pajak,
denda bunga dan biava-hiaya yang herhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Sava. Juru Sita Pajak telah menyerahkan sahinan Surat Paksa ini kepada Wajib
| Pajak/Penanggung Paiak demikian juga salinan Surat Paksa yang disebut disini kepada
| Wayib Pajak/Tenanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tmggal'kedudukan orang
pribadybadan vang menangoung pajak.

Penverahan Salinan Surat Paksa dilakwkan kepada ... ...

Burteanpal tinggal 1 ..o e
01T T oF: 1 ) ¢ 1 S U PPN

Juru Sita Pajak Dagrah,

NIP.




PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

A, Jimerto No. 26+ 27 Tep. ( 031) 5312144, 5343051 , 5343057
SURABAYA '

Kepada Yih.

............................ Nbabsbbiinsabs

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NOMOR © .. e
| Nama WP / Penanggung Pajak
~ NPWPD

. Ajamat

....................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

| Pelaksanaan
1. Panyarahan Salinan Surat Paksa dllaksanakan puda la;.ggai
2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa tarlamp:r
3. Utang Pajak sebagai berikut.

No. dan gl - Jurriiah | Jumiah Pajak yang | Jumiah Pajak yang
) Tah SKPOISTPDISKPDKB pajak feiah dibayar masih harus dgibayar
£01s anun BKPDKBT/SK Pembstulan/ yang |, - .
2zak | Paiak T " Menurut] Menurut | Menurut | Menurut
%52 } SK. Keberatan /Putusari Banding®) masih Surat | Wajib | Surat | Wajib
Surat Teguran -~ harus oL . P
s Dibayar | Pa%e8 | Pajak ;. Paksa | Pajak
Sata mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak
A Pangajuan / Pen"e.'esa:m Surat Kaberatan _
No. dan.Tgl. Tangéai Penyeleﬁ'aian Surat Keberatan
o 1 1@hun SKPD/STRDISKPDKR £ - ;
i Pajak t’a}ak SKPDKBY/SK Pembetulan / Kﬁiu:a; Tanggal | Dgﬁg;;: d Tunggakan
SK. Keberatan /Putusan Banding *) e e,a__-rf e
3. Objudn Sita
1. Jenis Barang Rergerak terletak di Taksiran Harga
e e e RB. oo
....................................... R-p_;
.............................................................................. RP. o
2. Jenis Barang Tidak Bergerak terletak di Taksiran Harga
.............................................................................. RO,
.............................................................................. P e
............................................................................. B
“esan- keaan gan usul Juru Sita
Mengstahu, Tahun
KEPALA JURU SiTA PAJAK DAERAH
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TUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

B re—— o, was s T - S e i i AL o §p kra ® fpm ke f o -

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UINAS FENDAPATAN

J Jimerte No, 25- 27 Telp. { 031) 5312144, 5343051 . 5343057
SURABRAYA

e . —— i

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR L e

wz Vajib Pajak / Penanggung Pajak

wz AVP [ Penanggung Pajak e e e
#4PD. o N U O O O L B I B B R I I
=

...................................................................

..................................................................

& : akukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor .. ...
[T ORI hingga saat ini beium meiunasi jumlah pajak yang
= arus dibayar sehingga diperintahkan kepada :

ey SO PPPITPRTI
| Do SN e e P,
b e w4 e e e e

o 1.melaksanakan panyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak
bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib
Pajak/Penanggung Pajak maupun vang berada ditangan orang lain.

g

.pajak harus difunari dalam waktu 14 (empat Belas) har selelah dilaksanakan penyitaan
sosudah hatas wakty v skan digjukan pe-wintaan kepada Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara agar barong-barang yang telah disita, dijual di muka umum.

ain bersama-sama dengan 2 {(dua) orang Saksi, Warga

ai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat

. penyitaan dimaksud dilak
Nagara [ndonesia vang tel
dipercaya.

Gy

In }.-
3

D '
=]

i)

[

]

4. menyampaikan Betita  Acara  Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat
..................... hari setelah pelaksanaan nenyitaan

Surabaya,...........................; ......
an, WALIKOTA SURABAYA
Kepaia Dinas Pendapatan




PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

JI Jimerto Mo 25-27 Yein. { 031) 5312144 , 5343051 , 5343057
SURABAYA

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor ;

RN ceLdmngeat L L bddan - tahun...

=satan Surat Pauma!- melaksanakan Penyftaan Kepala Dinas Penda;atan hota Surabaya

e e e e tBnggal .. .. .o yang bertindak untuk dan

=™a Pemerintah Kota Surabava dalam hal ini memilih domusii di kentomyadi Jdl ..
< -zn Surat Paksa yang dikeluarkan padatanggal ... ... Momer .. ... e

»ar diberitahukan dengan resmi epada Wajib Pajak atau Fenanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka

- Sita Pajak Daerah bettempattinggal di L .

i ~panty 2 (dua ) orang Saksi Warga Negara indanesig, yang telah mancgapai usia 21 { dua puluh satu ) tahun

« g telah dewasa dan dapat dipeicaya yaity

............................. pekeriaan ... ...
BEKRMAAM .

=2nq di rumah / perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

i—a WP / Penanggung Pajak :

v 1 1

F-19

-glaksanakan Perintah Penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak f penanggung pajak, karena
+sangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini

wak Jumiah pajak vang masih harus dibayar

~rytah meiakukan Penyitaam tiah dilaksanakan dengan hasii sebagai berikut
- staan dapat dilaksanakan dengan perincian barang - barang yang tefah disita sebagai berikut

- = sarang bergerak terlatalk di Taksiran Harga

-5 sarang tidak bergerak terietak di Taksiran Harga
...................................... RO

....................................... (] - NP

= 2ziak / Penanggung Paiak Juru 8ita Pajak

Saket - Saksi
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-l
ENTUK SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA %hn sexavigus

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

JUdinerte lo D8 - 57 Talp 031 8312144, 5343081 |, 5343057
SURABAYA

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
NOMOR & e, rrena

=z can ketentuan pasal 6 Peraturan Dacrah Ketamadya Daamb Tingkat ! Surabaya Nomor 16 Tahun 1908
r3 Zenerangan Jalan yang teiah diubah dengan Peraturan Jaerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003, dengan
= vtghkan Kepada

. n3 1 Penanggung Pajak

—e.unasi sekaligus utang pajak SejUMIRN RD. .

. cenncian berikut :

No. dan Tgl.

SKPDISTPD/SKPOKB/
Tahun - o o Tangga! Jatuh Jurlah Paiak
Pajak SKPDKRBT/SK Pembetulan / Tempo Pembayaran Terutang

SK. Keharatan /

Putusan Banding*

Jum!ah.Rp_ ...... TR OION
....................................................................................... )

SUrabAYA, ... e,
ain. WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Pendapatan

yang tidak periu

L DPD - B0
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SENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN
ATAS TUNGGAKAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

JloJimerto No, 25 - 27 Telp. ( 031) 5312144, 5343081 , 5343067

SURABAYA
Kepada Yth,
oo : DI- .............................................
SAMPITAN 1 et
-af : Permintaan Pelaksanaarn

Lelang Barang-barang Sitaan
T Paj

Se:rsama ini kKami harapkan Kepada Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang -

r ng sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang
h kami laksanakan terhadap Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

-PWPD. U Y O O R A I O O A

senempat GngGal A o e
-zng telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp. .......ccooi i e

........................................................... } kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk
 ziang di muka usium.

hi

«zmi haraplmn agar lelang dimaksud c.apat Saudara laksanakan dalam wakiu dekat, dan
—engenai kepasuan Peieiangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.
-z~daknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampaf hasil penjualan dapat menutupi
=0 g Pajak Daerah, ditambah biaya - biaya penagihan lainnya sebesar

- { )

............................................................................................................ 7

-=s bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih

.......................................... Tahun ........

.................................

(oeeeieer s issrsasas )
NIP. e
Salinan sesuai dengan aslinya WALIKOTA SURABAYA
. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepal2 Bagian Hukum
jsia)
BAMBANG DWI HARTONO

HADISISWANTO ANWAR



